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PERUBAHAN ATAS PERATURAI{ DAERAH NOMOR 12 TAHUI.I 2OO8 TEI-iTANG

PEMBENTUKAN DESA SEMEDANG KECAMATAN BUNGURAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YAT.IG MAHA ESA

BUPATI I{ATUNA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap

luas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis

dan aspek yuridis di Kecamatan Bunguran Timur,

Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran

Selatan dan Bunguran Batubi dilaksanakan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wiiayah Tahun

2Al7;

bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

2Afi di Desa Sernedang terdapat perbedaan Luas

Wilayah dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah

Nornor 12 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Desa

Semedang Kecamatan Bunguran Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan setragaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat I.

z.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan

Desa Semeciang Kecamatan Bunguran Barat.

Fasai i8 ayat (6) Unriang-Unriang Dasar iifegara Repubiik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Unciang Nomor 53 Tahun i999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Huiu, Kabupaten Rokan Hiiir, Kabupaien Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (irmbaran iriegara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

l,embaran Negara Repubiik incionesia i.iomor 3902)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

dengan Unciang-Undang irlomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun i999 tentang Pembentukan Kabupd-ten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hiiir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(i,embaran i,iegara Repubiik incionesia Tahun 2OO8

Nomor LA7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Incionesia I'{omor a88O);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2AO2 . tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
40q,71.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2AA4 tentang

Perim'oangan Keuangan Antara Femerintah Fusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2AA4 liomor 126, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

3.

4.
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6.

7.

5. Unciang-Unciang i,(omor 72 Tahun zuii tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran iiegara Repubiik incionesia Tahun ZOii
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

indoriesia Nomor 5234j sebagaimana telair riiu'oair

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Per-ubairaii A^ras Undarrg-Uridang iilorrioi: i2 'raiiun 2Aii
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lernbararr iiiegara Repubiik inrionesia Tairun Z}ig
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Indonesia
tT- --- - -- /6n 6\t\orIIUr o.t:/or;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(l,,em'oaran iiegara Repubiik indonesia Tahun 2Ai4
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia i.iomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perrrbahan Kedua

Atas Un<iang-Unciang iriomor 23 Tahun 2074 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
? I : h t An l F rr F6 I Iincionesia Tahun 2Oi5 iriomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah i',[omor 43 Tahun 2Oi4 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2Oi4 tentang Desa (Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 123, Tartbahan Lembaran

Negara Repubiik incionesia iriomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang

Pengeioiaari Keuarigarr Daerair (Lerribaraii iiegara

Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan.
T ----1- - --- - ttLenrlraran iiegara Repubiik Indorresia Nonror 6322i;

8.

9.
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IU. reraruran Nlenterl ualam Negerl l\omor l5'l'anun '4uui]-

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana teiah diubah be'oerapakaii terai<hir ciengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
----n----1--1---- ru- -1--- A1-- n- -- lt- r : h 1LerILarrg reruL,aIIaII t\ecl.ua f\Las reraLurall rvlcllLerl IJaIaIII

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
h----..-..--...1_1__-- fr---_ n_---_1- tn---'-L- rr------- h- 11:1.t-errgcroraarl r\euanEarr Lraerarr (rfcrruc. r\egara r(elJuurrK

Indonesia Tahun 201-l Nomor 31O);

h / ru ) : I\ 1 lY : rY AF h t  Aa-rera[Ltran rvrenlerl Lratarn r\e8err l\omor +c r anun zv to
tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

(Beriia iilcgara Repubiik irrdonesia Tahun 2Oi6 Nomor

1038);
lr/'I\lrT'rtr616 1-

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik
r 1 : h I An I a It I FF\tnoonesla ranurr zvLt l\olrr0r rccr;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun

2008 tentang Pembentukan Desa Semedang Kecamatan

Bunguran Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Natrrna

Tahun 2OO8 Nomor 12);

n -. -- --- -- n- --- -L--l-- - -, n -Lrengan rerseltrJuan E ersarna

dan

BUPATI NATUNA

I anl a, t6T Ydrz l rtlvtElvlu I UDI\/\I\:

I)ErE A'TrrIE A |\r nA ErE A Lr trADf rDA/TrEtI\r |\rAlTrrrNrA /TrErI\r/TrA l\rrr.f I)I\fl'I \JI\fI..I.tI IJNIj/I\J1II I\J'I,.IJ\JTNI I)II IIr1'I \JII T, I Ij/II I.AII\J

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN

ZtJlJi5 llal\ lAl\Lr r-EMltlrl\ I UI\,f\l\ LrlrSl\ Sts lVlF,lrAl\{(r

KECAMATAN BUNGURAN BARAT. ]

ll11.

LZ.

13.

D EI}JAN PEPJJ/AIC LAN P.AICTAT DAEP.AH I'.ABIJ PATEN NATIJ NA

nr^-^+^^l-^^LYlgllg LztPA€rr.r
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rasal I

Ketentuan Pasai 3 tiaiam Feraiuran Daerah Kabupaien i.iaiuna

Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Desa Semedang

Kecamaian Bunguran Barat ([,em'oaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2OOB Nomor l2l, diubah shingga berbunyi

sebagai ircrikut:

Fasal J

Desa Semedang terbentuk dari pemekaran Desa Sedanau

Timur Kecamatan Bunguran Barat atas prakarsa

masyarakat dengan memperhatikan asai usul desa sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Luas wiiayah Desa Semedang adaiah + i.834,3i9 Ha

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebeiah Utara berbata.s dengan Desa Batubi Jaya;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Mekar Jaya;

- Sebelah Barat berbatas dengan L,aut;

- Sebeiah Timur berbatas dengan Desa Sedanau Timur.

Peta Wilayah Desa Semedang sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagran tidak

teloisahkan dan Perah.rran ini.

tU

(21

(3)
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Peraturan Daerah ini berlaku sejak ianggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundErngan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten hiatuna.

Ditetapkan cii Ranar

pada tanggal A @esvMtt 2ag

Diundangkan di Ranai

paria'ranggal 3 l fiUOMQer 2A 19

, SEKRETARIS DAERA:AI,.
k *uPArEN NAT,NA(

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAEiUr.i 2Oi9 iiOiviOR 43

i.iOMOR REGISTER PERATURAN DAERATi KABUPATEN NATUNA FROVINSI

KEPULAUAN RIAU: 42,87 / ?,{.9

l:1:





Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
Nomor45Tahun 2019

PETADESA SEMEDANG
Kode Wilayah :

SKALA 1:15.450U

A

:::l:IL"J*"',
Datum Horizontal

w

................-..... Univereal Transver* Mercalor

..-........-.......... Grid Geograri dan Grid Universal Transverse Mercator Zona 49N

...................... sRGl 2013

DIBUAT DAN OIIERBITKAN OLEH:
PETJERINTAH KABUPATEN NATUNA
.ll BaltrSrsir BukilArar Ranai Natrna:9783 lndorresra.
e Copyr igh! 2018 All Riglrls Reie:ved

LEGENDA

Batas Administrasi

---.-- Batas DesalKejurahan Lnama Sepakal

-,-'-.'.- Batas Ke@matan
Batas DesiKe,urahan

. Irtk Kartometrik

Toponim, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
. lilikToponim
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TI NATUNA.

1,-"-"'?

Sumber Peta : - Data Digital Batas Wilayah Administcsi D6a/Kelurahan hasil Delineasi Batas Des
/Kelu6han *6aa kartorebik

- Ciha Satelit RElusi fingqi Ba*map Esri

- Data Garis panlai seeat citra etelit Ba*map Esri
- Data D(rrtal Peta Rupabumi lndonesra, Skala 1 : 50.000

dan Topooim - Badar lnfmasi Geospasial- edisi tahun 2017

Riwayat peta . Pela Des/KduEha ini di buat menggunakan Data Digital Batas Wilayah
Administr6i Des hasil Delire*i Batas DsaKelurahan se@G ka.tometrik ,

tahuo 2018 , yang di tampilkan di atas citra etelit.esolusi tinggi. Pet6 ini
memiliki kualiEs sumb€r data skala bee. yang di layoul lebih kecil deri skala
sebenamya akibat faktd kelerbata$n maksimal ukuran kertas-

Disctaime| Balas Des ditarik di atas cifa $telit resolusi tinggi yang belum dilakukan
ortidakLfikasi cika. Te*ait ketelitian data batas dapatdismpumakan
dmgan melakukan peregEka citra satelit dan melakukan redelineasi
berdasrkan h6il ke*pakaian dan garis batas yang telah dib6t di peta ini

PETUNJUKETMPETA


